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Abstrak

Tujuan dari penilitian iini adalah untuk menawarkan kebaruan mengenai kedudukan kebijakan PPKM
yang dikeluarkan oleh pemerinttah Indonesia secara tepat dan mengikat. Menggunakan penelitian
normatif dengan tujuan menjawab isu berdasaran dari sisi keilmuan. Dari penelitian ini peneliti
menawarkan bahwa negara kita menganut sistem dimana norma hukum itu berjenjang dimana suatu
norma yang lebih rendah bersumber, berlaku, dan berdasar pada suatu norma yang lebih tinggi sesuai
dengan hierarki tata susunan dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi. Di dalam dengan adanya pandemi covid-19 pemerintah harus segera
menyeseuaikan kebijakan PPKM dengan hierarki tata susunan peraturan perundang-undangan. Hal
tersebut karena suatu kebijakan yang tidak memiliki instrumen atau wadah hukum yang bukan
termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan memiliki daya mengikat yang bias dimana
hal ini karena kebijakan PPKM tertuang didalam suatu aturan berupa peraturan kebijakan bukan
merupakan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Kebijakan, PPKM, Covid-19, Mengikat

Abstract

The purpose of this research is to offer an update on the position of PPKM policies issued by the Indonesian
government in an appropriate and binding manner. Using normative research with the aim of answering issues
based on the scientific side. From this research, the researcher offers that our country adheres to a system where
the legal norms are tiered where a lower norm is sourced, applies, and is based on a higher norm in accordance
with a hierarchical arrangement where lower regulations may not conflict with higher regulations. In the wake of
the COVID-19 pandemic, the government must immediately adjust the PPKM policy with the hierarchical
arrangement of laws and requlations. This is because a policy that does not have a legal instrument or forum that
is not included in the category of statutory regulations has a bias binding power where this is because the PPKM
policy is contained in a rule in the form of a policy regulation, not a statutory regulation.
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Pendahuluan

Pandemi COVID-19 adalah krisis kesehatan global yang belum pernah terjadi
sebelumnya (unprecedented global healthcrisis). Hanya dalam waktu dua bulan, wabah
penyakit infeksiyang menyerang saluran pernafasan dan menular cepat yang diakibatkan
oleh Virus Corona Novel SARS-CoV-2 berkembang menjadi pandemi global yang lalu dikenal
dengan sebutan Pandemi COVID-19. (Dugis (Scopus ID: 57201258125), 2020) Hal tersebut
menyebabkan pemerintah dengan sigap mengeluarkan kebijakan guna menekan angka
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penyebaran virus covid-19 di Indonesia. Berdasarkan bacaan yang ada virus ini mudah
bermutasi dan menyebar dengan cepat karena hal itu sejak saat covid-19 muncul epidemi
berubah menjadi pandemi (Salian et al., 2021).

Jika merujuk pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia No 4 tahun 1984
tentang wabah penyakit menular bahwa upaya penanggulangan wabah yaitu penyelidikan
epidemiologis; pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk
tindakan karantina; pencegahan dan pengebalan; pemusnahan penyebab penyakit;
penanganan jenazah akibat wabah; penyuluhan kepada masyarakat; dan upaya
penanggulangan lainnya. Sedangkan berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018 Tentang
Kekarantinaan Kesehatan PPKM tidak termasuk di dalamnya Undang-Undang ini hanya
mengenal istilah PSBB, Karantina Rumah, Karantina Wilayah, dan Karantina Rumah Sakit
sehingga kebijakan PPKM meimbulkan berbagai pertanyaan mengenai bagaimana kekuatan
mengikatnya. Dalam penelitian ini menawarkan kebaruan yaitu kedudukan kebijakan PPKM
oleh pemerintah Indonesia dengan tepat.

Perbandingan dari penelitian yang pertama menghasilkan jawaban bahwa solusi yang efektif
adalah berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah, kesehatan
bukanlah kewenangan absolut Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Pemerintah daerah
memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur
PPKM (Ahmad, 2021) Tawaran ini diungkapkan oleh Ahmad. Penelitian kedua berkutat
dengan membubuhkan sanksi pada kebijakan ini agar implikasi yang diterima oleh
masyarakat sepadan. Instruksi Mendagri pemberlakuan PPKM darurat Jawa Bali di respon
oleh Gubernur Bali dengan mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Bali No 9 Tahun 2021
Tentang Penegakan PPKM di Provinsi Bali adapun aturan hukum yang dikeluarkan adanya
masih belum ada ketentuan sanksi yang memuat apabila terjadi pelanggaran seperti pada
Undang-Undang 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan pasal 90 serta masih dirasa
terburu-buru belum ada penyuluhan di dalam masyarakat membuat keadaan masyarakat
belum paham akan PPKM Darurat(Julia Mahadewi, 2021).

Sedangkan peneliti ketiga merasa bahwa pembentukan kebijakan PPKM ini
merupakan politik hukum dimana merugikan banyak masyarakat sehingga perlu adanya
penambahan wawasan kepada pihak yang berwenang mengeluarkan suatu peraturan dengan
tepat dan bijak. Pemerintah Indonesia saat ini telah memilih kebijakan Pemberlakuan
Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya pengendalian penyebaran covid19.
Kebijakan PPKM tersebut merupakan bentuk politik hukum yang di lakukan oleh pemerintah
guna menangani pandemic covid-19. Arah dan tujuan politik hukum dalam penerapaan
PPKM sangat penting utuk diperjelas guna menyusun strategi penanganan pandemic yang
tepat waktu dan tepat sasaran. Akan tetapi dalam implementasinya, kebijakan PPKM
mengalami berbagai masalah seperti penerapan sanksi yang merujuk pada KUHP, undang-
undang, maupun perda. Padahal, dasar dari pembentukan PPKM ini hanya berdasarkan
Instruksi Menteri Dalam Negeri. Kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warga
negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Karantina
Kesehatan pun tidak diterapkan selama masa PPKM. Sedangkan aturan pembatasan kegiatan
dalam kebijakan PPKM sangat berpengaruh pada menurunnya perekonomian masyarakat.
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Hal ini membuat pemerintah terkesan tebang pilih dalam menerapkan sebuah peraturan
(Khairiyah, 2021).

Dengan berdasarkan jumlah penelitian yang cukup terkait temanya dengan penelitian
maka peneliti merumuskan satu rumusan masalah bagaimana solusi pemerintah dalam
menjadikan kebijakan PPKM mengikat untuk umum.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan penelitian normatif dengan tujuan menjawab isu berdasaran dari sisi
keilmuan dengan menggabungkan pada peraturan perundang-undangan yang merupakan
dasar hukum yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau
ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang
ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Kedudukan Kebijakan PPKM Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Efektivitas diberlakukannya PSBB dalam praktiknya di lapangan hanya akan sukses
apabila setiap warga masyarakat mau melakukan pembatasan-pembatasan yang telah
disebutkan sebelumnya(Pujaningsih & Sucitawathi, 2020). Hal tersebut dirasa kurang untuk
menekan angka penyebaran covid-19 yang ada di Indonesia pada saat itu. Karena dianggap
tidak efektif maka pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM dengan aturan yang berbeda
disetiap masingmasing daerah. Namun pada akhirnya kebijakan ini tetap menjadi persoalan
dikalagan masyarakat. Demi memutuskan rantai penularan covid-19 pemerintah membuat
kebijakan Pemberlakuam Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang saat ini
diberlakukan di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Meskipun angka kesembuhan covid-
19 terus meningkat begitupun angka kematian yang terus meningkat, dengan kemunculan
kasus baru penyebaran covid-19 juga mengalami peningkatan sehingga ketidakpastian masih
terus mempengaruhi laju perekonomian negara Indonesia (SAPUTRA, 2021).

Pemberlakuan kebijakan PPKM ini tentu juga berdasarkan keadaan darurat kesehatan
yang telah dialami Indonesia pada saat ini. Oleh sebab itu Preseiden Joko Widodo
mengeluarkan instruksi kepada menteri dalam negeri untuk mengeluarkan Instruksi yang
mengatur mengenai apa saja ketentuan yang harus ditaati oleh masyarakat dalam kebijakan
PPKM. Maka pertama kali yang menjadi dasar hukum dari PPKM ini adalah Instruksi
Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 2020 yang mengatur secara tegas mengenai pembatasan
masyarakat. PPKM pertama kali diterapkan pada tanggal 11 sampai 25 Januari 2021 dimana
kebijakan ini dilaksanakan selama dua pekan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
No 1 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dengan berbagai peraturan pelaksana yang
diterbitkan oleh kepala daerah berupa surat edaran, keputusan, maupun instruksi baik di
tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan isi ketentuan mengenai PPKM yang
berbeda berdasarkan kearifan lokal daerahnya sendiri. Setelah itu terbit kembali Instruksi



Menteri Dalam negeri No 3 Tahun 2021 tentang PPKM mikro dimana kebijakan ini
mengaturmengenai pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro RT/RW.

Selanjutnya PPKM darurat dengan dasar hukum Instruksi Menteri Dalam Negeri No
15 Tahun 2021 dimana kebijakan ini mengatur lonjakan kasus covid-19 dengan pembatasan
aktivitas warga yang lebih ketat dari sebelumnya. Tidak lama kemudian dikeluarkan
mengenai kebijakan PPKM level 4,3,2,1 dimana PPKM level 4 dasar hukumnya Inmendagri
No 24 tahun 2021, level 3 di wilayah selain Jawa-Bali dasar hukumnya Inmendagri No 25
Tahun 2021, PPKM level 3,2,1 dasar hukumnya Inmendagri No 26 Tahun 2021 dan akan terus
muncul kebijakan baru sesuai arahan dari coordinator penanganan covid-19 yang ada di
Indonesia. Secara teoretis, perkembangan mengenai hierarki dan susunan peraturan
perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari teori yang diintrodusir oleh Hans Kelsen.

Menurut Kelsen, pada dasarnya terdapat dua golongan norma dalam hukum, yakni norma
yang bersifat superior dan norma yang bersifat inferior di mana validitas dari norma yang
lebih rendah dapat diuji terhadap norma yang secara hierarkis berada di posisi lebih tinggi.
Karena adanya pengujian validitas terhadap norma hukum yang lebih tinggi inilah, Kelsen
dalam Stufentheorie nya berpendapat bahwa hukum telah mengatur pembentukan atas
dirinya sendiri (Sati, 2020).

Guna menciptakan hukum yang dapat melindungi rakyat, perlakuan adil, hukum
yang mengayomi setiap warga bangsa agar hak-haknya terjamin tentu harus ada peraturan
yang dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagai aturan
pokok yang berlaku untuk menyusun peraturan dari proses awal pembentukannya sampai
dengan peraturan tersebut diberlakukan kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya aturan
yang baku maka setiap penyusunannya peraturan dapat dilaksanakan dengan cara dan
metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang
membentuk peraturan perundangunangan, dengan demikian peraturan dimaksud dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik (Sopiani &
Mubaragq, 2020).

Hukum lahir berguna dalam mengatur sistim bernegara dan juga mempunyai tugas
sebagai penjaga kedisiplinan, ketentraman, dan ketenangan di dalam masyarakat. Di sisi lain
hukum lahir guna mengatasi suatu permasalahan tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.
Namun tidak jarang hukum yang lahir itu bahkan menciptakan permasalahan baru dalam
pelaksanaannya. Bermacam-macam faktor menjadi penyebab adanya permasalahan, antara
lain karena banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencerminkan
aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan. Aturan norma peraturan perundang-
undangan yang tidak jelas menyebabkan tidak mudahnya penerapan bahkan menyebabkan
banyak pemikiran dan tidak adanya konsisten. Isi peraturan perundangundangan tidak
memperlihatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari objek yang diatur,
keseimbangan antara hak individual dan hak sosial. Isi peraturan perundang- undangan yang
ada juga tidak memikirkan adanya pluralisme dalam berbagai hal, serta materi peraturan

perundang-undangan yang ada saling tumpang tindih satu sama lain. Seolah-olah



permasalahan yang berkaitan dengan peraturan perundangundangan ini tidak pernah

tersentuh dan ada penyelesaiannya.(Yuliani & Indonesia, 2017)

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik ialah asas hukum
yang melahirkan pedoman dan ajaran kepada pemberian isi peraturan, ke dalam bentuk dan
aturan yang sesuai, tepat dalam penggunaan caranya, dan mengikuti proses dan prosedur
pembentukan yang sudah ditentukan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik dan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan menurut
hukum positif termuat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Menurut ketentuan Pasal 5
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-

undangan yang baik yang meliputi:

1. Asas kejelasan tujuan, yaitu setiap pembuatan peraturan perundang-undangan wajib
memiliki orientasi yang pasti dan jelas yang akan dicapai.

2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan
perundang-undangan harus diciptakan oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk
peraturan perundangundangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan
bisa dibatalkan atau batal demi hukum jika dikeluarkan oleh lembaga negara atau

pejabat yang tidak berwenang.

3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yaitu di setiap
pembentukan peraturan perundang-undangan harus benarbenar memikirkan materi

muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

4. Asas dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan
harus memperhatikan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam

masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan
dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Asas kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundangundangan harus meliputi
persyaratan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, sistematika,
pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami agar

tidak melahirkan berbagai macam interpretasi di alam pelaksanaannya.



7. Asas keterbukaan, yaitu di setiap pembentukan peraturan perundang-undangan
mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan
pengundangan sifatnya transparan dan terbuka. Maka dari itu, semua lapisan
masyarakat memiliki peluang yang seluas-luasnya untuk memberikan opini dalam
pembentukan peraturan perundangundangan.(Widayati, 2020)

Masyarakat mempunyai hak dan juga adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan
kemudahan layanan pemerintahan kepada masyarakat dengan baik dan benar. Maka dari itu,
fungsi layanan kepada masyarakat tentu saja merupakan tugas pemerintah dan negara untuk
melahirkan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia sesuai pada diamanatkan oleh UUD 1945.
Fungsi pemerintahan yang efisien dan efektif sejatinya sudah dalam UU No. 28 tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
yaitu berdasar atas asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas
kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalisme dan asas
akuntabilitas. Relevansi hukum antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat
harus diatur dengan tegas agar masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-
masing dalam melakukan interaksi diantara mereka.(Solechan, 2019)

Dengan susunan yang berbeda dengan AAUPB dari negeri Belanda, dalam Pasal 3 UU
No. 28 Tahun 1999 dijelaskan berbagai asas umum penyelenggaraan negara, yaitu sebagai
berikut.

1. Asas Kepastian Hukum, merupakan asas dalm negara yang berorientasi pada
landasan peraturan perundang undangan, kepatutan, dan keadilan di dalam setiap
kebijakan penyelenggara negara.

2. Asas Tertib Penyelenggara Negara, merupakan asas yang menjadi pacuan
keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara
negara.

3. Asas Kepentingan Umum, merupakan asas yang mengutamakan kesejahteraan
umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. Asas Ketrebukaan, merupakan asas yang membuka diri kepada hak masyarakat guna
mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang
penyelenggaraan negara dengan tetap menitikberatkan perlindungan atas hak asasi
pribadi, antar golongan, serta rahasia negara.

5. Asas Proposionalitas, merupakan asas yang mengedepankan keseimbangan antara
hak dan kewajiban pengelola negara.

6. Asas Profesionalitas, merupakan asas yang mengedepankan keahlian yang
menitikberatkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

7. Asas Akuntabilitas, merupakan asas yang menentukan bahwa setiap tindakan dan
hasil akhir dari kegiatan penyelenggara atau pengelola negara harus dapat dim
mintakan pertanggungjawaban kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertingginegara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.



Sudah dijelaskan bahwa AAUPB adalah konsep terbuka dan lahir dari proses sejarah, oleh
sebab itu, muncul rumusan yang berbagai macam tentang asas-asas tersebut. Walapun begitu
AAUPB harus dilihat sebagai norma-norma hukum tidak tertulis, dimana sebenarnya wajib
ditaati oleh pemerintah, walaupun arti yang tepat dari AAUPB bagi setiap keadaan tersendiri
tak selalu dapat dijabarkan dengan tepat. Bisa juga dikatakan, bahwa AAUPB merupakan
asas-asas hukum tidak tertulis, dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu yang dapat ditarik
aturan-aturan hukum yang bisa diterapkan. Sebetulnya menyamakan AAUPB dengan norma
hukum tidak tertulis bisa melahirkan salah paham, karena di dalam konteks ilmu hukum
sudah dikenal bahwa antara asas dan norma itu memiliki perbedaan. Asas atau prinsip adalah
dasar pemikiran yang umum dan anstrak, ide atau konsep, dan tidak memiliki sanksi,
sedangkan norma ialah aturan yang konkret, penjabaran dari ide, dan memiliki sanksi.

Berdasarkan teori yang dijelaskan bahwa norma harus berjenjang yang artinya peraturan
yang lebih rendah tidak boleh bertentangan pada norma yang lebih tinggi dimana pada
dasarnya jika kita melihat dengan teliti dari kebijakan PPKM ini tentru saja dapat dipahami
bahwa sebenarnya kebijakan PPKM ini cacat formil. Jika mengacu pada Pasal 7 ayat 1
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-
Undangan maka instrumen instruksi dalam kebijakan PPKM ini bukan termasuk peraturan
perundang-undangan dimana maksudnya peraturan perundang-undangan adalah peraturan
yang mengikat untuk umum dan wajib untuk ditaati dan jika tidak maka akan mendapatkan
sanksi atau hukuman berdasarkan aturan yang ada. Peraturan ialah hukum yang secara
general memiliki sifat yang mengikat untuk umum atu berlaku untuk umum dan tugasnya
ialah mengatur hal-hal yang sifatnya umum atau general. Berdasarkan atribusi dan delegasi
kewenangan perundang-undangan maka yang dapat digolongkan sebagai peraturan
perundang-undangan yang berlaku di negara kita adalah undang-undang dan peraturan-
perundang-undangan yang lebih rendah. Dimana jika dilihat kebijakan PPKM buka berasal
dari peraturan yang lebih tinggi karena menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018
tentang Kekarantinaan Kesehatan isitilah PPKM tidak termuat didalamnya. Yang termuat
hanyalah istilah PSBB, karantina rumah, karantina wilayah, dan karantina rumah sakit.
Sehingga berdasarkan teori yang ada peraturan kebijakan tentu saja bukan merupakan
peraturan perundang-undangan dimana ia tidak mengikat untuk umum.

Peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sifatnya umum dan komprehensif, yang artinya adalah kebalikan dari sifat-sifat
yang khusus dan terbatas.

2. Sifatnya universal. Peraturan perundang-undangan diciptakan untuk
menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas konkretnya.
Oleh karena itu, ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwa-peristiwa
tertentu saja.

3. Peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan untuk mengoreksi dan
memperbaiki dirinya sendiri. Merupakan lazim bagi suatu peraturan untuk
mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan
kembali.



Pada intinya peraturan perundangundangan yang lebih rendah dari undang-undang
tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, selain itu peraturan
perundang-undangan tersebut harus sebagai instrumen guna menjalankan undang-undang.
Peraturan pemerintah sebagai contoh, menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011) berisi
materi untuk menjalankan undang-undangyang seharusnya. Demikian pula materi muatan
dari peraturan presiden dan peraturan daerah provinsi serta peraturan daerah kabupaten/
kota untuk lingkup daerah. Peraturan perundangundangan tersebut tidak bisa mengatur hal
yang tidak berdasarkan pada peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Dengan
keadaan seperti itu maka prinsip freies ermessen atau diskresi merupakan aspek penting guna
menjadikan petunjuk kepada pemerintah untuk mengambil tindakan. Seperti halnya hakim
yang tidak bisa menolak mengadili perkara dengan alibi dimana tidak ada hukumnya, maka
pemerintah dilarang menolak mengambil tindakan dalam keadaan darurat dengan alasan
tidak ada dasar hukumnya. Produk hukum yang merupakan keluaran dari diskresi tersebut
berupa peraturan kebijakan (beleidsregels atau policy rules). Secara teoretis pemerintah bisa
saja menetapkan suatu peraturan kebijakan berdasarkan dasar diskresi tetapi bukan berarti
tidak ada permasalahan secara teoretis juga di dalamnya. Permasalahan yang dapat timbul
ialah bagaimana jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya suatu
peraturan kebijakan? Jika peraturan kebijakan digolongkan sebagai peraturan perundang-
undangan maka jalur yang dapat ditempuh adalah uji material ke Mahkamah Agung (MA),
tetapi arus besar pemikiran hukum tidak menggolongkan peraturan kebijakan sebagai
peraturan perundang-undangan. Pengertian peraturan kebijakan di Indonesia tidak bisa
ditujukan pada peraturan perundangundangan. Hal ini karena tidak adanya peraturan
perundang-undangan yang mengatur peraturan kebijakan. Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011)
tidak memberikaan pengertian yang jelas tentang peraturan kebijakan. Tidak adanya
pengatur tersebut sudah cukup memperlihatkan bahwa peraturan kebijakan bukanlah isu
hukum yang menjadi materi muatan dalam UU No. 12 Tahun 2011. Meratifikasikan
pengertian peraturan kebijakan di Indonesia bisa dilakukan dengan berpedoman pada
pendapat ahli hukum. Pendapatpendapat ahli hukum tentang konsep peraturan kebijakan
akan dibandingkan sehingga dapat mengarahkan konstruksi pengertian peraturan kebijakan
secara komprehensif. Bagir Manan dan Kuntana Magnar menciptakan pandangan atas
peraturan kebijakan dari sisi yang tidak sama. Menurutnya salah satu ciri utama peraturan
kebijakan adalah tidak adanya wewenang pemerintah membuat peraturan tersebut (Manan
& Magnar, 1997: 136). Tidak adanya wewenang dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa sebagai
tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan kewenangan
pada pemerintah untuk melahirkan peraturan kebijakan tersebut. Walaupun tidak ada
kewenangan yang diberikan namun selalu ada permasalahan yang ada membuat pemerintah
tidak bisa menyelesaikannya jika hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
ada. Dalam sudut pandang keadaan yang genting inilah peraturan kebijakan menjadi relevan
untuk dibuat oleh pemerintah. Peraturan kebijakan, menurut Bagir Manan, tidak secara
langsung mengikat secara hukum walaupun tetap mengandung relevansi hukum. Kekuatan
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mengikatnya hanya bagi badan atau pejabat administrasi negara sendiri(Yuliani & Indonesia,
2017)

Namun, hal ini tidak pada kebijakan PPKM dimana kebijakan ini berupa Instrumen
Menteri Dalam Negeri yang artinya peraturan ini hanya berupa kebijakan. Adanya peraturan
kebijakan jelas tidak bisa dipisahkan dengan adanya kewenangan bebas dari pemerintah
yang biasa disebut dengan nama freies Ermessen yang artinya adalah merupakan salah satu
sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau pun badan-badan administrasi
negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.

Beleidsregel ketika melihat pada AWB lebih condong mempunyai perannya sebagai
peraturan yang digunakan dalam menerjemahkan atau mengetahui regulasi. Regulasi pada
umumnya ditafsirkan karena adanya norma yang kabur. Selain itu beleidsregel, menurut AWB,
seharusnya berupa besluit. Sebab itu AWB secara langsung telah memberikan batasan bahwa
peraturan kebijakan haruslah berbentuk tertulis.(Nalle, 2014)

Jika kita lihat dasar hukum dari kebijakan PPKM adalah Instruksi Menteri Dalam
Negeri dimana hal ini merupakan kewenangan pejabat administrasi untuk mengeluarkan
peraturan khususnya bagi menteri dalam negeri untuk mengeluarkan kebijakan PPKM yang
masih berlaku sampai sekarang. Diskresi adalah pilihan utama dalam sarana yang meluaskan
ruang bergerak untuk pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan suatu
tindakan tanpa harus terikat seutuhnya pada undang-undang. Sedangkan perwujudan dari
diskresi yang selalu dipakai pada praktik penyelenggaraan pemerintahan ialah berupa
peraturan kebijakan (beleidsregels) peraturan kebijakan bisa berupa kedalam bermacam
bentuk, Walaupun freies ermessen menyediakan kewenangan bebas kepada pejabat
pemerintahan dalam urusan pemerintahan, namun tetap dalam bingkai negara hukum
penggunaannya harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
AAUPB. (Solechan, 2019)

Pemahaman tentang AAUPB tidak bisa dilepaskan dari inti kesejarahan, di samping
dari sisi kebahasaan, dikarenakan asas ini lahir dari proses sejarah. AAUPB bisa dimengerti
atas asas-asas general yang berfungsi sebagai dasar dan prosedur pembentukan atas
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sebagaimana cara demikian pengelola
pemerintahan tersebut menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman,
pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-
wenang.

Peraturan kebijakan tentu juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan.

2. Asas-asas pembatasan dan pengujian terhadap peraturatan perundang-undangan

tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan.

3. Peraturan kebijakan tidak bisa diuji secara wetmatigheid, karena memang tidak ada
dasar peraturan perundang-undangan untuk membuat keputusan peraturan
kebijkan tersebut.

4. Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan freies Ermessen dan ketiadaan wewenang
administrasi bersangkutan membuat peraturan perundang-undangan.



5. Pengujian terhadap peraturan kebijakan lebih diserahkan pada doelmatigheid dan
karena itu batu ujinya ialah asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

6. Di dalam prakteknya diberi format dalam berbagai bentuk dan jenis aturan, yaitu
keputusan, instruksi, surat edaran, pengumuman, dan lain-lain, bahkan bisa
dijumpai dalam bentuk peraturan.

Berdasarkan ciri-ciri diatas, dapat dilihat pula ada beberapa persamaan dan juga
adanya perbedaan di antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebijakan
dimana unsur-unsur persamaannya sebagai berikut.

1. Aturan yang berlaku umum

Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan memiliki inti atau
subyek norma dan pengaturan perilaku atau obyek norma yang tidak berbeda,
yaitumemiliki sifat yang umum dan abstrak.

2. Peraturan yang berlaku “ke luar”

Peraturan perundang-undangan berlaku “ke luar” dan di berikan kepada
masyarakat umum demikian pula peraturan kebijakan yang berlaku “ke luar” dan
diberlakukan kepada masyarakat umum yang bersangkutan.

3. Kewenangan pengaturan yang bersifat umum/publik

Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan dikeluarkan oleh
lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan umum atau publik untuk
melakukan itu.

Diantara kesamaan tersebut tentu saja ada sejumlah perbedaan yang cukup signifikan
di antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan kebijakan. Perbedaan-
perbedaannya sebagai berikut.

1. Pembentukan peraturan perundang-undangan ialah fungsi negara

Pembentukan hukum berdasarkan perundang-undangan dilakukan oleh rakyat
sendiri, oleh wakil-wakil rakyat, atau sekurang-kurangnya dengan persetujuan
wakil-wakil rakyat. Kekuasaan yang ada di bidang perundang-undangan atau
kekuasaan legislatif hanya diberikan kepada lembaga yang khusus untuk itu, yaitu
lembaga legislatif (sebagai organ kenegaraan, yang bertindak untuk dan atas nama
negara)

2. Fungsi pembentukan peraturan kebijakan ada pada pemerintah dalam arti sempit

(eksekutif)

Kewenangan pemerintahan dalam arti sempit kewenangan eksekutif memuat pula
kewenangan pembentukan peraturan-peraturan dalam rangka penyelenggaraan
fungsinya. Sebab itu, kewenangan pembentukan peraturan kebijakan yang
beorientasi mengatur lebih lanjut penyelenggaraan pemerintahan sebenarnya bisa
dilakukan oleh setiap lembaga yang memiliki kewenangan penyelanggaraan
pemerintah.

3. Materi muatan peraturan perundang-undangan berbeda dengan materi muatan

peraturan kebijakan.

Peraturan kebijakan memuat materi muatan yang koneksitasnya dengan
kewenangan membentuk keputusan-keputusan dalam arti beschikkingen,
kewenangan untuk bertindak di dalam bidang hukum privat, dan kewenangan
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menciptakan rencana-rencana yang sejatinya memang ada di dalam lembaga
pemerintahan. Di samping itu materi muatan pada peraturan perundang-
undangan mengatur tata kehidupan di dalam masyarakat yang jauh lebih inti atau
mendasar, sebagai contoh mengadakan kewejiban dan larangan untuk melakukan
atau tidak melakukan, yang dimana wajib diberi dengan sanksi pidana dan sanksi
pemaksa.

4. Sanksi dalam peraturan perundang-undangan dan dalam peraturan aturan
kebijakan
Sanksi pidana dan sanksi pemaksa yang jelas mengurangi dan membatasi hak-hak
asasi wga negara dan penduduk dimana hanya dapat dituangkan di dalam
undang-undang yang secara pembentukannya harus dilakukan dengan segala
persetujuan rakyat atau dengan segala persetujuan wakil-wakilnya. Peraturan
perundang-undangan yang lebih rendah lainnya hanya bisa mencantumkan
sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuannya jika hal tersebut dengan tegas
diatribusikan oleh undang-undang. Peraturan kebijakan hanya bisa
mencantumkan sanksi administratif.

Tentang kekuatan mengikat dari peraturan kebijakan ini dianggap bukan merupakan
peraturan perundang-undangan tidak langsung mengikat secara hukum, namun memuat
relevansi hukum. Peraturan kebijakan sejatinya diberlakukan kepada administrasi negara
sendiri. Sehingga yang pertama-tama melaksanakan ketentuan yang terkandung di dalam
peraturan kebijakan ialah badan atau pejabat administrasi negara. Walaupun begitu secara
tidak langsung akan dapt mengenai masyarakat umum. Sehingga secara teoritis kebijakan
PPKM secara langsung tidak memiliki kekuatan mengikat bagi umum.

Implikasi Penerapan Kebijakan PPKM Bagi Masyarakat

Sudah hampir satu tahun lebih Indonesia bergulat dengan pandemi covid-19 tidak
heran jika bagi masyarakat sekarang adanya kasus kematian akibat covid-19 sudah biasa bagi
mereka. Hal ini tentu karena masyarakat sudah mulai hidu berdampingan dengan virus
covid-19. Berbekal pemahaman protokol kesehatan masyarakat sudah mulai melakukan
aktivitasnya sendiri dengan ketentuan yang terbatas. Mengulik kilas balik pada saat pandemi
covid-19 dinyatakan pertama kali masuk ke dalam Indonesia pada awal bulan Maret tahun
2020 yang menggemparkan seluruh lapisan masyarakat terutama pemerintah Indonesia.
Dengan adanya keadaan darurat kesehatan seperti ini dengan tegas presiden Joko Widodo
mengeluarkan aturan pertama kali untuk menakan angka penularan covid-19 yaitu kebijakan
PSBB dimana kebijakan ini merujuk pada PP No 21 Tahun 2020 dimana peraturan ini
bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu suatu penduduk di dalam suatu wilayah yang
diduga terinfeksi virus covid-19. Dalam kebijakan ini diatur juga tentang pembatasan sosial
berskala besar seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasankegiatan keagamaan,
dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dalam hal ini seluruh masyarakat
wajib mentaati dan melaksanakan kebijakan tersebut guna mempercepat penekanan angka
kematian yang ada di Indonesia.

Namun, kebijakan PSBB dirasa belum mencapai terget yang diinginkan oleh
pemerintah. Angka kematian masih saja meningkat angka pengangguran makin merosot
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hutang negara mulai membengkak ditambah lagi kekhawatiran masyarakat yang mendesak
pemerintah untuk dengan segera menangani kausu lonjakan covid-19 dengan tepat dan
cermat. Maka dari itu pemerintah mulai memutar otak dan lahirlah kebijakan baru bernama
penyelenggaraan pembatasan kegiatan masyrakat atau istilah lainnya ialah PPKM yang kita
kenal sampai sekarang ini. PPKM pertama kali diterapkan pada tanggal 11 hingga 25 Januari
tahun 2021. PPKM selma dua pekan ini diterapkan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 2021 dimana kebijakan ini membatasi tempat atau kerja perkantoran
dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 75% dan work from office sebesasar
25% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat. Di bidang pendidikan
kebijakan ini mengatur mengenai kegiatan belajar mengajar secara daring atau online
sedangkan untuk sektor esensial yang berhubungan dengan kebutuhan pokok masyarakat
tetap bisa beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan
protokol kesehatan dengan lebih ketat. Sedangkan aktivitas restoran makan atau minum di
tempat sebesar 25% juga untuk pelayanan makanan dengan metode pesan antar atau dibawa
pulang masih diperbolehkan berdasrakan dengan jam buka restoran dan pembatasan jam
operasional untuk pusat perbelanjaan atau mall sampai pada pukul tujuh malam. Hal lainnya
berkaitan dengan kegiatan konstruksi tetap diijinkan berjalan namun tetap pada penerapan
protokol kesehatan yang ketat tidak hanya itu tempat ibadah juga diijinkan berjalan dengan
kondisi orang 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Setelah sekian minggu kebijakan PPKM diterapkan di masyarakat penurunan angka
covid-19 sudah mulai menurun secara signifikan namun, tidak hanya sampai disitu saja
muncul gelombang kedua pandemi covid-19 yang menyebabkan lonjakan covid-19 menaik
dengan pesat dengan angka kematian yang juga tinggi. Hal ini lalu membuat pemerintah
mengeluarkan kebijakan baru dengan istilah PPKM darurat yang berbeda dengan PPKM
sebelumnya. PPKM mikro dyang berorientasi mengatur pembatasan kegiatan masyarakat
berskala mikro dimulai dari tingkatan yang paling kecil yaitu RT/RW perbedaan yang
pertama PPKM biasa dengan PPKM mikro ialah adanya pembagian zona pada kebijakan
PPKM mikro. Zona Hijau memiliki kriteria nihil kasus covid-19 di satu RT, kemudian
skenario pengendalian dikerjakan dengan surveilans aktif, semua suspek di tes dan
pemantauan kasus wajin dilakukan dengan rutin dan berkala. Zona Kuning memiliki kriteria
jika ada 1 sampai dengan 5 rumah dengan kasus yang sudah pasti positif di satu RT selama 7
hari terakhir, lalu skenario pengendalian ialah menemukan kasus suspek dan pelacakan
kontak erat, kemudian dilakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan
pengawasan ketat.

Zona Oranye memiliki kriteria jika ada 6 sampai dengan 10 rumah dengan kasus yang
sudah pasti positif di satu RT selama 7 hari terakhir, kemudian skenario pengendalian ialah
menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, kemudian melakukan isolasi mandiri
bagi pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, dan menutup rumah ibadah,
tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial. Zona Merah memiliki
kriteria bila ada lebih dari 10 rumah dengan kasus yang sudah pasti positif dalam satu RT
selama 7 hari terakhir, kemudian skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat
RT yang mencakup menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, adanay isolasi
mandiri atau berpusat pada pengawasan ketat, meniadakan rumah ibadah, tempat bermain
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anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial, Melarang adanya kerumunan atau
perkumpulan yang melibatkan lebih dari tiga orang, membatasi keluar masuk wilayah RT
paling lama sampai pada jam delapan malam dan menonaktifkan sementara kegiatan yang
menimbulkan kerumunan dengan melebihi tiga orang agar menekan angka penyebaran
covid-19.

PPKM Mikro diterapkan bersamaan dengan PPKM Kabupaten/Kota, dengan
membatasi tempat kerja atau perkantoran dengan melaksanakan Work From Home (WFH)
sebesar 50% dan Work From Office (WFO) sebesar 50% dengan menerapkan protokol
kesehatan secara lebih ketat; mengadakan kegiatan belajar mengajar secara daring atau
online; untuk sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi,
komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal,
logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan
industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-
hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100%
dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara
lebih ketat; aktivitas restoran makan atau minum di tempat sebesar 50% dan untuk layanan
makanan melalui pesan antar atau dibawa pulang masih diizinkan sesuai pada jam
operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; pembatasan jam
operasional untuk pusat perbelanjaan atau mall sampai pada jam sembilan malam dengan
penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; membolehkan kegiatan konstruksi beroperasi
100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat; mengizinkan rumah ibadah
untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol
kesehatan yang lebih ketat; kegiatan fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat
menimbulkan kerumunan dihentikan sementara; dan dilakukan pengaturan kapasitas dan
jam operasional transportasi umum. Ketentuan umum ini tentu saja disesuaikan pada daerah
masing-masing sehingga adanya pembagian zona lebih mempercepat penanganan
penyebaran covid-19 yang ada di Indonesia.

Tidak lama setelah itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang baru dengan istilah
PPKM darurat. Kebijakan ini harus diambil dan diterapkan oleh pemerintah untuk menekan
angka penyebaran covid-19 selain itu guna untuk menurunkan kebutuhan masyarakat untuk
berobat kerumah sakit hal ini agar rumah sakit tidak mengalami kelebihan pasien sehingga
pelayanan akan lebih mudah dan terkendali. Dengan diterapkannya PPKM darurat
pemerintah tentu memberikan dana bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu dengan
besar Rp 300.000 per bulan sehingga masyarakat tetap memiliki dana untuk mencukupi
kehidupan nya sehari-hari dalam waktu yang telah ditentukan. PPKM darurat sangat berbeda
dengan PPKM mikro perbedaannya sebagai berikut. Kegiatan perkantoran 100% Work From
Home bagi sektor non esensial, Semua aktivitas belajar mengajar dilakukan secara online atau
daring, bagi sektor esensial diberlakukan 50% maksimum staf Work from Office (WFO)
dengan protokol kesehatan, sedangkan bagi sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum
staf WFO dengan protokol kesehatan yang termasuk sektor esensial ialah keuangan dan
perbankan, dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan
komunikasi, perhotelan non penanganan karantina Covid19, serta industri orientasi ekspor
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sedangkan yang termasuk sektor kritikal ialah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan
transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital
nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (seperti
listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Untuk
supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan
sehari-hari dibatasi jam operasional sampai jam 20.00 waktu setempat dengan kapasitas
pengunjung 50% (lima puluh persen); untuk apotik dan toko obat bisa buka full selama 24
jam. Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup.

Pelaksanaan kegiatan makan atau minum ditempat umum (warung makan, rumah
makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri
maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mall hanya menerima delivery atau
take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in). Pelaksanaan kegiatan konstruksi
(tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan
protokol kesehatan secara lebih ketat. empat ibadahh (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara
dan Klennteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) tidak
mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan berjamaah selama masa penerapan
PPKM darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah. Fasilitas umum (area
publik, taman umum, tempat wisatag umum dan area publik lainnya) ditutup sementara.
Kegiatan seni atau budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana
olahraga, dan kegiatan sosial yang bisa menyebabkan keramaian dan kerumunan) ditutup
sementara. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan
online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal
70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.
Pelaksanaan acara resepsi pernikahan dilarang pada masa PPKM darurat. Pengguna
perjalanan domestik yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bis dan
kereta api) wajib memperlihatkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk
pesawat dan juga Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya. Masker harus
dipakai saat melakukan aktivitas di luar rumah. Tidak diperbolehkan menggunakan face
shield tanpa penggunaan masker. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah tetap
diberlakukan.

Setah itu pemerintah sudah tidak lagi menggunakan kata PPKM darurat dikawasan
Jawa Bali namun istilah lain muncul yaitu PPKM level 4,3,2,1. Menurut dari isi instruksi
Mendagri itu telah disebutkan, PPKM Level 4 ialah pemberlakukan pembatasan kegiatan di
Jawa dan Bali dan disesuaikan dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan hasil
assesment atau penilaian. Penetapan level wilayah mengacu kepada Indikator Penyesuaian
Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi
COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Selain itu, tidak ada perbedaan PPKM
level 3 dan 4. Pasalnya, di dalam aturan tersebut, setiap aturan pembatasan yang berlaku pada
PPKM level 4 berlaku pula pada PPKM level 3. Dimulai dari PPKM level 1 dsengan aturan
sebagai berikut. Pusat perkantoran dan unsur pekerjaan dengan sektor non-esensial diiznkan
75% datang dan bekerja di kantor atau istilahnya Work From Office, Pekerjaan dengan sektor
esensial diizinkan bekerja sebesar 100% dengan sistem pembagian shift pagi dan malam, toko
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atau pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari dapat buka sesuai jam operasional dengan
kapasitas 75%, selain pasar yang menjual kebutuhan sehari-hari pasar untuk rakyat yang
tidak menjual kebutuhan sehari-hari tetap diizinkan buka namun dengan kapasitas 75%, mall
atau pusat perbelanjaan atau plaza bisa memiliki izin operasional dengan kapasitas 75% dan
wajib memperhatikan kapasitas 75% dan wajib tutup pukul 21.00 WIB, tukang potong rambut
atau pedagang kaki lima maupun sejenisnya diizinkan untuk buka dengan kapasitas 75% dan
wajib tutup pada pukul 20.00 WIB, Warung makan, PKL, lapak jajanan di ruang terbuka boleh
buka dengan kapasitas 75% dan buka sampai pukul 21.00 WIB. Sedangkan pengunjung yang
makan di tempat diberi batas waktu maksimal 30 menit, Restoran di ruang terutup bisa buka
dengan kapasitas 75 persen Kegiatan belajar mengajar 50 persen daring dan 50 persen tatap
muka Tempat ibadah dibuka dengan kapasitas 50 persen dan protokol kesehatan ketat.

Sedangkan pada kebijakan PPKM level 2 memiliki aturan yang tidak banyak berbeda
dengan PPKM level 1 yaitu sebagai berikut. Pekerja kantoran maupun pekerja lainnya
diizinkan untuk bekerja di kantor atau Work From Office sebesar 50% dengan ketentuan
sudah divaksin, pekerjaan dengan sektor esensial diizinkan untuk bekerja dikantor atau Work
From Office dengan kapasitas 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, toko
maupun pasar kebutuhan sehari-hari dapat beroperasional dengan kapasitas 75% dan tutup
pada pukul 21.00 WIB, pasar rakyat selain kebutuhan sehari-hari dapat buka dengan
kapasitas 75% dan tutup pada pukul 21.00 WIB, %, mall atau pusat perbelanjaan atau plaza
bisa memiliki izin operasional dengan kapasitas 50% dan wajib memperhatikan kapasitas 50%
dan wajib tutup pukul 20.00 WIB, , tukang potong rambut atau pedagang kaki lima maupun
sejenisnya diizinkan untuk buka dengan kapasitas 75% dan wajib tutup pada pukul 20.00
WIB, Warung makan, PKL, lapak jajanan di ruang terbuka boleh buka dengan kapasitas 50%
dan buka sampai pukul 21.00 WIB. Sedangkan pengunjung yang makan di tempat diberi
batas waktu maksimal 30 menit, restoran di ruang terutup dapat beroperasi dengan kapasitas
50 persen, kegiatan belajar mengajar 50 persen secara online dan 50 persen tatap muka, tempat
ibadah dibuka dengan kapasitas 50 persen dan protokol kesehatan ketat.

Pada kebijakan PPKM level 3 lebih memiliki aturan yang lebih ketat dari PPKM pada
level sebelumnya yaitu sebagai berikut. Perkantoran maupun orang yang bekerja di sektor
non-esensial bekerja dirumah atau Work From Home, pekerjaan dengan sektor esensial
diizinkan untuk bekerja dikantor atau Work From Office dengan kapasitas 100% dengan
penerapan protokol kesehatan yang ketat, , toko maupun pasar kebutuhan sehari-hari dapat
beroperasional dengan kapasitas 50% dan tutup pada pukul 20.00 WIB, pasar rakyat selain
kebutuhan sehari-hari dapat buka dengan kapasitas 50% dan tutup pada pukul 15.00 WIB,
mall atau pusat perbelanjaan atau plaza bisa memiliki izin operasional dengan kapasitas 25%
dan wajib memperhatikan kapasitas 25% dan wajib tutup pukul 17.00 WIB, , tukang potong
rambut atau pedagang kaki lima maupun sejenisnya diizinkan untuk buka dengan kapasitas
75% dan wajib tutup pada pukul 20.00 WIB, , Warung makan, PKL, lapak jajanan di ruang
terbuka boleh buka dengan kapasitas 25% dan buka sampai pukul 20.00 WIB. Sedangkan
pengunjung yang makan di tempat diberi batas waktu maksimal 30 menit, tempat makan
diruangan tertutup hanya melayani delivery atau dibawa pulang, kegiatan belajar mengajar
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di semua jenjang dilakukan 100% online atau secara daring, tempat ibadah dibuka dengan
kapasitas sebasar 25% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Dan yang terakhir yaitu kebijakan PPKM level 4 istilah ini digunakan karena kebijakan
ini mengatur dengan lebih ketat dari pada kebijakan PPKM yang sebelumnya dengan sturan
debagai berikut. Perkantoran maupun orang yang bekerja di sektor non-esensial bekerja
dirumah atau Work From Home, pekerjaan dengan sektor esensial diizinkan untuk bekerja
dikantor atau Work From Home dengan kapasitas 50% dengan penerapan 1 shift serta
penerapan protokol kesehatan yang ketat, toko amaupun pasar yang menjual kebutuhan
sehari-hari diizinkan beroperasi dengan kapasitas 50 persen dan tutup pukul 20.00, Pasar
rakyat selain kebutuhan sehari-hari dapat beroperasional dengan kapasitas 25 persen dan
tutup pukul 15.00, pusat perbelanjaan seperti mall dan plaza tutup kecuali apotik dan toko
obat, Pedagang kakii lima (PKL), tukang potong rambut dan sejenisnya diizinkan beroperasi
sampai pukul 20.00 WIB, warung makan, PKL, lapak jajanan di ruang terbuka diizinkan buka
namun dengan kapasitas maksimal 3 orang dan buka sampai pukul 20.00. Sedangkan
pengunjung yang makan di tempat diberi batas waktu maksimal 30 menit, tempat makan
diruangan tertutup hanya melayani delivery atau dibawa pulang, kegiatan belajar mengajar
di semua jenjang dilakukan 100% online atau secara daring, tempat ibadah maupun kegiatan
berjamaan tidak diizinkan untuk buka sementara waktu.

Dari uraian setiap aturan yang terkandung di dalam masing-masing kebijakan PPKM
yang ada tentu saja memiliki implikasi bagi masyarakat luas. Dimulai dari dampak dalam
hubungan interaksi hbungan sosial antar masyarakat seperti adanya perasaan kekhawatiran,
kecurigaan dan menurunnya kepercayaan kepada orang di sekitar terutama terhadap orang
yang baru dikenal di lingkungan tersebut. Hal ini tentu saja berkaitan karena dengan adanya
PPKM semua kegiatan kita tentu akan dibatasi sehingga tidak sedikit orang yang belum
pernah kita jumpai baik dari lingkungan sekolah, perkantoran, bahkan di lingkungan rumah.
Efek adanya pandemi covid -19 bagi kehidupan masyarakat sangatlah besar. Penyebaran
covid-19 bergerak luas di seluruh Indonesia dengan Pulau Jawa sebagai wilayah terdampak
paling besar. Aktivitas masyarakat di berbagai kota bahkan provinsi pun juga terbatas karena
pemerintah menerapkan PPKM, penutupan jalan oleh petugas atau aparat keamanan, dan
pembatasan jam operasional pasar dan tempat bisnis lainnya. Hal tersebut memberikan
dampak kegiatan ekonomi dan sosialkemasyarakatan pun terhambat.Menurut Kementerian
Tenaga Kerja, sekitar 85 persen pekerja dirumahkan karena kantor atau perusahaan mereka
tidak beroperasi akibat penerapan PPKM oleh pemerintah. Sebagian besar para pekerja
tersebut bekerja di dalam sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pariwisata,
transportasi, dan manufaktur. Selain itu, kebijakan karantina wilayah atau lockdown di
negara lain juga ternyata memberikan dampak berbagai macam usaha di Indonesia karena
berbagai perusahan tersebut tidak mampu untuk mengimpor bahan baku produksi dan
mengekspor hasil produksi ke berbagai negara lain.

Dapat dikatakan bawasannya efek dari pandemi covid-19 apalagi dengan penerapan
kebijakan PPKM di Indonesia telah memaksa golongan masyarakat harus beradaptasi dengan
berbagai bentuk perubahan sosial yang diperbuat. Berbagai masalaj yang ada telah

16



menghadirkan paksaan perubahan sosial di masyarakat. Bahkan, mungkin saja jika
peradaban dan tatanan kemanusiaan akan mengalami pergeseran ke arah dan bentuk yang
jauh berbeda dari kondisi sebelumnya. Lebih lanjut, keadaan dunia setelah pandemi bisa saja
tidak akan pernah kembali pada situasi seperti awalnya. Sehingga hal itu menyebabkan
segala bentuk aktivitas masyarakat yang dilakukan di masa pra-pandemi, kini harus dipaksa
untuk disesuaikan dengan standard protokol kesehatan. Tentu ini bukan persoalan yang
sederhana. Sebab pandemi Covid-19 telah menginfeksi seluruh aspek tatanan kehidupan
masyarakat yang selama ini telah diinternalisasi secara terlembaga melalui rutinitas yang
terpola dan berulang. Kedepan, masyarakat justru akan dihadapkan pada situasi perubahan.
yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Sejumlah tata nilai dan norma lama harus
ditata ulang dan direproduksi kembali untuk menghasilkan sistem sosial yang
baru.(Andriyani et al., 2021)

Karena begitu seringnya pemerintah dalam menetapkan dan mencabut berbagai
kebijakna PPKM yang ada menyebabkan juga kebingungan yang terjadi di kalangan
masyarakat. Hal ini memberikan dampak yang kurang baik bagi tatanan sosial di maa
pandemi ini sebagai contoh untuk berobat kerumah sakit saja tentu sangat susah karena rasa
skeptis para tenaga medis dengan adanya virus covid-19 yang menyebar tidak hanya itu
dengan diberlakukannya kebijakan PPKM membuat tidak sedikit masyarakat dengan
golongan yang dianggap tidak mampu menjadi makin miskin karena banyaknya peristiwa
PHK dimana-mana. Tentu saja hal itu memberikan dampak psikis pula bagi keluarga ang
mengalami kejadian PHK mengapa tidak hal tersebut karena dengan hanya mengandalkan
pekerjaan itu lah mereka dapat bertahan hidup namun, hal tersebut sudah tidak bisa karena
mereka di PHK. Berbicara mengenai kebingungan masyarakat tentang terus menerusnya
perubahan kebijakan dengan aturan yang berbeda menyebabkan masyarakat mulai malas
untuk mentaati dan mulai berpikir bahwa kebijakan PPKM tersebut sudah tidak berlaku lagi
bagi mereka. Tidak sedikit masyarakat mulai lupa akan penerapan protokol kesehatan
samapai tidak mentaati aturan yang ada hal ini merupakan dampak dari peraturan kebijakan
yang selalu berubah-ubah sampai sekarang ini. Dengan hal tersebut diharapkan pemerintah
bisa lebih peka terhadap masyarakatnya tidak hanya yang lapisan atas tetapi juga lapisan
menengah dan juga bawah yang wajib dan tidak boleh dilupakan.

Kesimpulan

Di kondisi darurat Kesehatan karena menyebarnya pandemic covid-19 seperti ini
pemerintah harus bisa secepatnya merubah aturan dimana dasar hukum yang digunakan
harus tepat dan mengikat. Hal ini juga berpengaruh pada tatanan kehidupan masyarakat
karena berhubungan langsung dengan adanya kebijakan PPKM. Kebijakan ini pun juga tidak
mudah dalam mengimplementasikan nya. Faktanya masih banyak masyarakat yang
melanggar protocol Kesehatan bahkan melanggar peraturan yang jelas-jelas sudah tertera.
Hal ini akibat kebingungan dan ketidakmauan masyarakat dalam memahami peraturan yang
ada. Saran yang ada yaitu diberikan bantuan berupa dana maupun sembako atau apapun itu
untuk membantu dan meringankan kekurangan ekonomi yang dihadapi masyarakat karena
adanya kebijakan PPKM ini. Tidak lupa juga agar masyarakat diberi pemahaman agar
meskipun kebijakan PPKM tidak mengikat namun demi kesehatan masing-masing individu
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maka aturan tersebut semestinya dipatuhi. Sedangkan untuk pemerintah lebih berhati-hati
lagi untuk membuat dan menerapkan kebijakan karena ini menyangkut kehidupan banyak
orang.
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